- PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TTNCKAT T
JAMBI
"NOMOR ¢ 8 TAHUN 1981
' TENTAWNZC , ,
PEMBENTUKAN s PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
. KELURAHAN :
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINCKAT I JAMBI:

L il e : Briwa delam rangka peningkatan Kelancaran Penyelenssaraan Pemerin
tehan dan Pembanpunaen Desa secara berdaya guha dan berhasil guna-
don sebagai pelaksancan pasal 22 Undang-undang no.5 Tshun 1979 -
tentang Pemerintshan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daersh Pro-
pinsi Dacrah Tingkat I Jambi tentang Pembentukan, Pemecrhan ;Penyg
tuan dan Penghapusan Kelurchan.

i

b i 1

e Undangeundang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) terbange
Pembentukan Dacrah Swatentra Tingkat I Jambi., :

2¢ Undang=undang Hoe5 Tohun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentong Po
kok-pokok Pemerintahon Dacrah .

3« Undang=undang No.5 Tehun 1979 (LN Tahun 1979 No.56 Tambohan Lem
ran Negara No.3153) tentang Pemerintahen Desae

Ls Peraturen Menteri Delan lcgeri Noe8 Tahun 1980 tentang Pedoman-~
Perbentukan, Pemecchan, Penyztuan dan Penghapusan Kelurshane

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat Dacrah Propinsi Daec~
rah Tingkat T Jambi,

°0

MEMUTUSKAN

s eseel 3 Peraturan Daersh Fropinsi Dacrah Tingkat I Jarmbi, tentang Perben
tukan, Pemecahan, Penyatusn dan Penghapusan Keluaran.

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan ¢

~» Doereh adalah Propinsi Dacraoh Tingkat I Jambi .

s Cubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jombi.

s Bupati/Walikctamadya adalsh Bupati/Walikopamadya Kepala Daerah
“ingkat IT dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jarbie

~» EPimpinan Dewan Perwakilan Rokyat Dagrah adalsh Pi il%an éff‘fw_
Ferwakilan Rokyat Daerah Kabupaten/Kotamadya aerlg?i ingka 1

dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 2-,-.'0-.«9....-.-



Pasal 2 _
Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan Penbentuka: ; Pemecahz-

Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan, serta lingkungan adalah penger -
tian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 5 -
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, ’ '

BAB II
PEMBENTUKAN
BAGIAN PERTAMA
TUJUAN DAN WEWENANB PEMBENTUKAN
Pasal 3

(1) Tujuan Pembentukan Kelurshan adalah untuk meningkatkar kegiatan -
penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan borhasil -
guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai -
dengan tingkat perkenbangan pembangunan.

(2) Kelurshan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubermur berdasarkan -
atas usul/Walikotamadya setelah mendapat persetujuan cari Mentcer:
Dalam Negeri,

(3) Usul Bupati/Walikotamadya sebagaimana dimaksud dalam cyat (2) di-
- sampaikan kepada Gubernur setelah mendengar pertimban; :n Pimpinem |
Dewan Perwzkilan Rakyat Daerah,

(4) Kelurchan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat di -
~ bentuk di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamacya, Kota -
Administrasi dan Kota~kota lain.

BAGIAN KEDUA
' SYARAT—SYARAT PEMBENTUKAN
Pasal 4

(1) pidalam pembentukan kélurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan - f
memperhatikan faktor-falktor sebagal berikut

as Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 24500 jiwa atau 500 Keypala

Keluarga dan sebanyak~banyaknya 20,000 Jiwa atau 4.000 Kervala
Keluarga. -

be Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara daya guia-
dalam rangka pelayanan Masyarakat.

Ce Faktor letak : Komunikasi transportasi dan jarak dengan pusat
kegiatan Pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan .

de Faktor prasarana s Perhubungan, Pemasarah, Sosial ¢an Praga -
rana Fisik Pemerintshan. ;

e+ Faktor Sosial Budaya 3 Agama dan adat istiadat,

fs Faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri -
kehidupan masyarakate

2) Kelurshan diventuk dengan memperhatikan ciri-ciri masyarakat -
antara lain
8e NMajemuk ,
b‘n lebih dinalﬁSg
Ce sensitif dan kritis, »
de dukungan Sosial Ekonomi mayoritas sudeh terpengarul oleh kehi §
dupan kota. . '

BAGIAN KETIGA. . .0 §



BAGIAN KETIGA
NAMA BATAS DAN PEMBACIAN WILAYAH
Pasal 5 :

_ Didalam Surat Keputusan Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, -
luas Wilayah dan batas Kelurshan yang dibentuk. ’

(1)

&y

(2)

(3

Pasal 6

Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan didalam Kelue
rahan dapat dibentuk beberapa lingkungsn sebagaimana dimaksud di.
dalam pasal 2.

Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan Pen =
duduk, kondisi Wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan,
BAB IIT
PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 7

Kelurahan yang jumlsh penduduknya melampaui jumlah penduduk mak-
simal dan dengan pertimbangan~pertinbangan tehnis Pemerintshan -
dan pelayanan terhadap masyarakat dimmgkinkan untuk dapat di -
pecah 3

Kelurshan hasil pemecahan sebagaimana dimeksud ayat (1) harus me

menuhi syaratesyarat bagi terbent nya suatu Kelurahan sebagai -
mana dimeksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2)

Pemeczhan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kerdasar
kan atas usul Bupati/Walikotamadya setelsh mendapat persetujuan—-
dari Menteri Dalam Negeri s

Usul Bupati/Walikotamadya sebage maha dimeksud dalam ayat (3) di
sampaikan kepada Gubernur setelah mendengar pertimbangan Pimpinan
Dewan Perwakilen Rakyat Daerah. :

Pasal 8

Kelurshan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi -
syarat sebagaimana dimaksud pasai 4 ayat (1) dan (2) dimungkinkan
untuk dihapuskan atau disatukan :

Penghapusan dan Penyatusn Kelurahan dilakukan dengan Keputusan -
Gubernur berdasarkan ates usul Bupati/Walikotamadya

Usul Bupati/Walikotamadya sebagaimana dimaksdu dalam ayat (2)<q;
sampaikan kepada Gubernur setelah mendengar pertimbangan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh,
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal=hal lainnya yang belum diatur dalan Peraturan Daersh ini akan di
atur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10eeees



??'_f  Pasal 10

~ Peraturan Daerah ini mulau. berlaku se;xak Vd:.undangkan dalam Lembaran

: Diundangkan dalam fb‘embare;n Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

tanggal 30—6-1981 Noel49 Seri D

-Noalhl,
Sekretarls W:Llayen/Daerah, :

dto
Drs.H. ABDURRAHM:1T SAYUTT.

‘DEWAN PERWAKTLAN RIKYAT DAERAH
- PROPINSI DAERAH TII KAT I JAMBI

,d.t,o
SOEPOMO.

- Daerah Props.ns:t Daerah Tingkat I Jambie

: Jamblg 2‘7 Juni 1981. < =
Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri“

tanggal 20 Nc»pexrﬁ)er 1981 No.lﬁ;ovzfa-i‘

806 .

MENTERI DALAM NEGEP:L, :
d -b O
‘ mﬁmmcmm

i GUBERNUR KEPALA DAERAH '].‘INGKAT I

JAMBI.'

d ‘t_o' '
~ MASJCHUN SOFWAN SHe




PENJELASAN
| PERATURAN DAFRAH PROPTNSI DAFRAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 8 TAHUN 1981
) TENTANG ,
AN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

PERJELASAN UMUM ¢

Peraturan Daerah ini adalah untuk pelaksanaan Undqng~undanv Nos5
Tzhun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam

Hegeri No.2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pe-qoentukan, vmecahan -
Penyatuan dan Penghapusen Kelurshan. :

- Penyampurnaan dan perbaikan pe ny@lenggaraan Pemerintahan, adalah
Berupakan suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan penyelenggara-
an Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan mening
katkan pelayanan terhadan masyarakat sesuai dengan twngkat pem =
bangunan dewasa ini.

PERJELASAN PASAL DEMI PASAL s

Pasal

-

eukup Jelase
Pasal
Fasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

cukup jelass
cukup jelas,
cukup jelas,
cukup Jelas.
cukup jelas.
cukup jelas.

cukup jelas.
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cukup jelas.
Pasal 10 cukup jelas.




